
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Landas Kontinen suatu Negara Pantai meliputi dasar Laut dan tanah 

dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar 

laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya 

hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut 

dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal 

pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Kemudian 

penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam yang 

kontur Landas Kontinen tanpa batas benua antara dua negara yang saling 

tumpang tindih (overlapping) karena hanya berjarak 245 mil antara Pulau 

Sekaung milik Indonesia dan Pulau Condore Milik Vietnam, berdasarkan 

Pasal 83 UNCLOS III 1982 kedua negara harus membuat persetujuan 

untuk mencapai kesepahaman. Oleh karena itu, lahirlah Persetujuan 

Antara Indonesia dan Vietnam tentang Batasan Landas Kontinen tahun 

2003, yang menyepakati garis-garis lurus dan titik-titik yang ditandai 

dengan koordinat yang dicantumkan didalam persetujuan tersebut, 

persetujuan ini dibuat dengan berdasarkan UNCLOS III 1982. Namun, 

dalam salah satu Pasal didalam persetujuan itu masih belum dilaksanakan 

tindak lanjut yang menyepakati metode penentuan titik dan garis 

sesungguhnya dilapangan, dan mengenai perlindungan bahari yang tidak 

melibatkan dunia internasional didalamnya. 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen 

Indonesia masih berpedoman pada UNCLOS I 1958, hal ini dapat 

menyebabkan permasalahan dan sepatutnya untuk segera diganti, 

kemudian dalam perbedaan penafsiran dari isi perjanjian Landas 

Kontinen antara Indonesia dan Vietnam menyebabkan peristiwa-

peristiwa yang pada dasarnya kesalah pahaman dan Dalam 

implementasinya terdapat kendala dikarenakan dipihak Indonesia masih 

belum membuat pengganti atas Undang-Undang Landas Kontinen 

sehingga ini akan menyulitkan dalam proses penegakan hukum dan 

perlindungan terhadap sumberdaya alam serta kedaulatan negara, dipihak 

Vietnam mengeluarkan Law Of the Sea Vietnam meskipun menggunakan 

UNCLOS III 1982 sebagai dasar, namun masih terdapat beberapa Pasal 

yang tidak sesuai didalamnya, kemudian adanya permasalahan penafsiran 

terhadap isi dari perjanjian antara kedua belah pihak yang menimbulkan 

perselisihan dalam implementasinya, kemudian penegakan hukum pada 

titik dan lokasi sesungguhnya akan lebih sulit dikarenakan masih belum 

disepakatinya metode yang digunakan oleh kedua instansi yang ditunjuk 

oleh kedua negara. Mengenai perlindungan bahari adanya keterbatasan 

kedua negara mengenai perlindungan bahari yang terletak di perbatasan 

kedua negara karena luasnya cakupan dan keterbatasan kemampuan 

dibidang teknologi kedua negara. 

B. SARAN 

Indonesia dan Vietnam harus segera menindak lanjuti mengenai metode 

yang digunakan dalam penetapan garis dan titik sesungguhnya terhadap 
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koordinat yang telah disepakati didalam persetujuan, kemudian 

melibatkan dunia internasional seperti organisasi-organisasi internasional 

yang bergerak dalam perlindungan bahari, melakukan pembicaraan 

mengenai Law Of the Sea Vietnam tahun 2012 yang dikeluarkan Vietnam 

apakah itu akan mempengaruhi terhadap perjanjian yang telah dibuat 

dengan Indonesia, dengan tujuan adanya kepastian demi kelancaran 

penegakan hukum dan kedaulatan antara perbatasan kedua negara. 

Indonesia harus segera mensahkan Undang-Undang Landas Kontinen 

baru dengan mengesahkan RUU yang telah dirancang agar memberikan 

kepastian dalam bidang penegakan hukum di wilayah teritorial Indonesia, 

Indonesia harus melakukan koordinasi atau meningkatkan upaya 

diplomasi untuk mencapai kesepahaman terhadap penafsiran dari isi 

perjanjian yang telah dibuat agar tidak terjadi lagi salah paham antara 

kedua negara, Indonesia harus meningkatkan kemampuan dibidang 

teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang terdapat pada 

Landas Kontinen Indonesia, menjamin bahwa sumberdaya alam 

didalamnya menjadi milik negara dan manfaatnya dapat dirasakan oleh 

seluruh masyarakat Indonesia. 
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